DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANGKAT

ALAMAT : JLN. T. AMIRHAMZAH No. 2 TELP/FAX. (061) 8910525
STABAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT '

Menimbang :a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 72 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa
Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD
Kabupaten atau Bupati dibahas oleh DPRD Kabupaten
dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama 5
yang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, ‘
yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

b. bahwa rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Langkat dalam rangka Penyampaian
Penjelasan tentang Rancangan Peraturan Daerah
Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten
Langkat Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 11
Juni 2024, maka perlu membentuk Panitia Khusus
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2024.

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Langkat tentang Pembentukan
Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856); f

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5255);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6864);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 1982 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat
dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kodya Daerah Tingkat II
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3322);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang
Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan
Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4153);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang
Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib
Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5148);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5559);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan
Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5715);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 187);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5941);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten, dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 359,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6197);
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30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Perlindungan  Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

39, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 226);

33. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian  Tujuan  Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

34. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat
Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha
Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1830) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat
dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah
serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1503);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
sebagaimana telah diubah tentang Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

36. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam
Pengelolaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 141);
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1475) sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembar-rgunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan (Berita Negera Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 680);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium
Lingkungan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1279);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor
99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
294);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024
tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 204);

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

45.

46.

47,

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil
Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasonal
Kabupaten/Kota;

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Tata Cara Kerja Unit

Pengumpul Zakat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1847);

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun
2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
419);

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 Tahun
2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
420);

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 5 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 421);

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun
2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional
Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 225);

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun
2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan
Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil

Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 226);

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun
2023 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat,
Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
885);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daeerah Tahun 2025-2045;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2
Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027-2037 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2);
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S55. Peraturan Daerah Kab

upaten Langkat Nomor 9 Tahun
2013 tentang Renc

ana Tata Ruang Dan Wilayah
Kabupaten Langkat Tahun 2023-2033 (Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 91);

56. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun
2016 tentang  Pembentukan Perangkat  Daerah
Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023 Nomor 1);

S7. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun
2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata
Daerah Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2020 Nomor 5), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang
Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun
2020-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2022 Nomor 6);

58. Peraturan Bupati Kabupaten Langkat Nomor 27 Tahun
2022 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal
Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2023 Nomor 13);

59. Peraturan Bupati Kabupaten Langkat Nomor 13 Tahun
2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2022 Nomor 28);

60. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Langkat Nomor 07 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata
Tertib DPRD Kabupaten Langkat (Berita Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Nomor 07 Tahun
2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2022 Nomor 2 1);

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Memperhatikan

* 1. Hasil fapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten

Langkat  pada tanggal 14 Mei 2024 yang

merekomendasikan Pembentukan Panitia Khusus DPRD
Kabupaten Langkat Atas Rancangan Peraturan Daerah
Inisiatif DPRD Kabupaten Langkat dan Rancangan

Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat
Tahun 2024,

Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten
Langkat Nomor : IV/F.PG/DPRD/LKT/VI/2024, tanggal

7 Juni 2024, Perihal Pengiriman Nama Anggota Fraksi
Yang Duduk di Panitia Khusus.

Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD
Kabupaten Langkat Nomor : 05 /F.GERINDRA/DPRD/
LKT/V1/2024, Tanggal 7 Juni 2024, Perihal Pengiriman
Nama Anggota Fraksi Yang Duduk di Panitia Khusus.

Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
DPRD Kabupaten Langkat Nomor : 90/F.PDIL.P/DPRD-
LKT/V1/2024, Tanggal 07 Juni 2024, Perihal Pengiriman
Nama Anggota Fraksi Yang Duduk di Panitia Khusus.

Surat Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten
Langkat Nomor : 04 /F.PAN/DPRD-LKT/VI/2024,
Tanggal 06 Juni 2024, Perihal Pengiriman Nama
Anggota Fraksi Yang Duduk di Panitia Khusus.

Surat Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Langkat
Nomor : 02/F.Demokrat/DPRD-LKT/VI/2024, Tanggal

7 Juni 2024, Perihal Pengiriman Nama Anggota Fraksi
Yang Duduk di Panitia Khusus.

Surat Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Langkat
Nomor : 05/F. NasDem/DPRD-LKT/VI/2024, Tanggal 06

Juni 2024, Perihal Pengiriman Nama Anggota Fraksi
Yang Duduk di Panitia Khusus.

Surat Fraksi Keadilan Pembangunan dan Kebangsaan
DPRD Kabupaten Langkat Nomor : 04 /F.KPK/DPRD-
LKT/V1/2024, Tanggal 7 Juni 2024. Perihal Pengiriman
Nama Anggota Fraksi Yang Duduk di Panitia Khusus.

Surat Fraksi Bintang Persatuan Indonesia DPRD
Kabupaten Langkat Nomor : 09/F.BPI/DPRD-LKT/VI/
2024, Tanggal 07 Juni 2024. Perihal Pengiriman
Nama Anggota Fraksi Yang Duduk di Panitia Khusus.

bam
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MEMUTUSKAN

N PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menetapkan KEPUTUSAN DEWA
KABUPATEN LANGKAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2024.

KESATU Komposisi Panitia ~Khusus Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2024 adalah
sebagai berikut :

No Nama Fraksi Jabatan
1. | PUJIANTO, SE Partai Golkar Anggota
2. | Drs. JOHANES SITEPU Partai Golkar Anggota
3. | ZUHURIAH WISTA BR. GURUSINGA, SE | Partai Golkar Anggota
4. | H. DEDEK PRADESA, S.Sos.1 Partai Gerindra Anggota
5. | ZULHIJAR, S. Pd Partai Gerindra Anggota
6. | JURIAH PDI. Perjuangan | Anggota
7. | SANDRAK HERMAN MANURUNG, S. Sos PDI. Perjuangan | Anggota
8. | SYAMSUL RIZAL Partai PAN Anggota
9. | SIMON FREDI IR Partai Demokrat | Anggota
10. | ISMED BARUS Partai Nasdem Anggota
11. | FATIMAH, S.Si. M.Pd KPK Anggota
12. | AZMALIAH, S. Ag KPK Anggota
13. | HUSEIN SIDIK TARIGAN KPK Anggota
14. | LUCKY SAPUTRA BPI Anggota
15. | MUHAMMAD BAHRI, SH. MH BPI Anggota

KEDUA Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
KESATU menyampaikan hasil kerjanya dalam Rapat
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Langkat tentang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2024.

KETIGA Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
KESATU bertugas sejak ditetapkan dan dengan sendirinya
dinyatakan bubar setelah Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2024 disyahkan dengan
Keputusan DPRD Kabupaten Langkat di dalam Rapat
Paripurna.

KEEMPAT Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat

2024.

Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran

Dipindai dengan CamScanner
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/

KELIMA

ku sejak tanggal ditetapkan dan

Keputusan ini mulai berla
an didalamnya,

apabila dikemudian hari terdapat kekeliru
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 19 Juni 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANGKAT
A

SRIBANA PERANGIN ANGIN, SE
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